PRESIDER
REFLBLIK INDOMNES|IA

PERATURAN PEMERINTAII REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 1999
TENTANG

ENGELOLAAIT LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN'

-.'-‘ g :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya séh'mgga tetap

mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjuran;

. baliwa dengan 'memngkamya f:-emhangunan di sepala bidang,

khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula
jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan
beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan

manusia;

. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 1994
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 1995 tentang Fengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

., baliwa sehubupgan deogan hal tersebut diatas, dipandang perlu

menetapkan Peratwran Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun;

. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1943,

., Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (lLembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699},

MEMULTUSKAN,...
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 MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemeriniah ini yang dimaksud dengan :
1. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiaian;

2. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat timbah B3, adalah
sisa suaty uszha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan
berbahaya =~ dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau
konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung rnal;pun
tidak langsung, dapat mencemarkan danfatau  merusakkan
ungkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup,

kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;

. 3. Pengelolaan limbah #3 adalah rangkaian kegiatan yaog mencakup
reduksi, penyimpanan, pengumpulan, peﬁgangkutan, pemanfaatan,
pengoli .4n, dan penimbunan limbah B3,

4. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk
‘mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun [imbah

B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan;

- 5. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha danfatau kegiatannya
menghasilkan limbah B3;

6. Pengumpul ...
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Pengumpul limbah B3 adalah badan vsaha vang melakukan kegiatan
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pengumpuian dengan iujuan untuk mengumpulkan limbah B3.

sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau  pemanfaatan

dan/atau penimbunan limbah B3;

. - Pengangkut {imbal B3 adalah badan vszha yang melakukan kegiatan
pengangkutan limbah B3;

Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan

* pemanfaatan limbah B3;

Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan

sarana pengolahan limbah B3;

. Penimbun timbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan

penimbunan limbah B3,

. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di iustansi yang bertanggung

jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3,

. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang
dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat
dan/atau pengolah dan/atau ﬁenimbun limbah B3 dengan maksud

menyimpan sementara,

. Pengﬁmpu]an limbah B3 adalah kegiatan mengurmpulkan limbah B3

dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara

sebeli..i diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau

pepimbun limbah B3,

. Pengangkutan limbah B3 adalal suatu kegiatan pemindahan limbah
B3 dari penghasit dan/atau dari pengumpul dan/atan dari pemanfaat
danfatau dari pengolah ke pengumpul "dan/atau ke pemanfaat
dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3;

15. Pemanfaatan ...
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15. Pemanfaatan limbah B3 adalah suate kegiatan perolehan kembali
(recovery) dan/atau penggunaan kembalii (reuse) dan/atau daur ulang
frecycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 mejadi snatu
proguk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan

~ dan kesehatan manusia; |

16. Pengolahan [imbah B3 adalah proses untuk mengubah karakeeristik
dan  komposisi limbah B3 untuk menghitangkan dan/atau
mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun;

'17. Penimbupan limbah B3 adalah svatu kegiatan menempatkan limbah
B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak
membahayakan keschatan manusia dan lingkungan hidup;

18. Grang édaIah orang perseorangan, danfatau kciumpﬂk orang,
dan/atan badan hukum:

19. Instansi yang bertanggung jawab adalab instansi yang bertanggung
jawab di bidang nengendalian daﬁlpak lingkungan; "

20. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengeiola lingkungan
hidup; |

Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh
limbah B3 serta melakukan pemulihan kualiras lingkungan yang sudah

tercernar sehingga sesuai fungsinya kembali,”

Pasal 3

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan
limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara
jangsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebib

dai_hulu.
' Pasal 4-_
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Pasal 4

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan. penimbunan Iimh#h B3
dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi
zat racun dan bahaya limbah B3, | |

Pasal 5

Pengelolaan Jimbah radio akuif dilakukan oleh instansi yang bertanggung
jawab atas pengelotaap radio aktif sesuaj dengan peraturan perundang-

undangan yang berIal_{'u.

| BAB II
" IDENTIFIKASI LIMBAEH R3

: ’_Pasal 6

Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber dan karakteristiknya.

 Pasal 7
(1} Jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi :
a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
b. Limbah B3 dari sumber spesifik;

¢. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas

kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

{2) Daftar limbah dengan kode limbah D220, D221, D222, dan D223
dapat dinyatakan [imbah B3 setelah dilakukan uji Taxicity
Characteristic  Leaching  Procedure (TCLP) dan/atau  uji

karakteristik,

(3) Perincian ...
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(3) Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimzksud pada ayat

(1) seperti tercantum dalam lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

{1y Limbah vang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud

' dalam Pasal 7 ayat (3) diidentifikasi sebagai limbah B3 apabila

- setelah melalul pengujian memiliki salah satu atau lebih karakteristik
sebagai berikut : |

. mudah meledak;

v o®

mudah terbakar;

bersifat reaktif;

B0

beracun;
¢. menyebabkan infeksi; dan
f. bersifat korosif. -

(2) Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah lain yang apabila
diuji dengan metode toksikologi memiliki LD30 di bawah nilai

ambang batas yang telah ditctapkan.

BAB III
PELAKU PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Penghasil
Pasal @

{1} Setiap orang yaﬁg melakukan wusaha dap/atau  kegiatan vyang
‘menggunakan baﬁan berbahaya dan beracun d=—fatau menghasilkan
limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah
B3 dan/atau meaimbun limbah B3.

i
E% '
3
; :
18
K
1
‘! 3
11
3

(2} Apabila ...
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Apabila kegiatan reduks] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih
menghasilkan fimbah B3, dan limbah B3 tersebut masih dapat
dimanfaatkan, penghasit dapat memanfaatkannya sendiri atau

menyerahkan pemanfaatannya kepada pemanfaat limbah B3,

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbah
B3 yang dihasilkannya scsuai dengan tekhﬂingi yang ada dan jika
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lidak mampu diolzh di dalam negeri dapat diekspor ke negara lain

yang memiliki teknologi pengolahan limbah B3.

Pcngnlahan.danfatau peﬁimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan sendfri oleh penghasil limbah B3 atau
penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengolahan danfataﬁ
penimbunan limbah B3 yang dihasiikannya itu kepada pengnl:ih
dan/atau penimbun limbah B3. a

Penyerahan limbah 133 kepada pemanfaat sebagaimana dlmaksud
pada ayat {2}, untuk diekspor sahagazmana dimaksud pada zyat (3},
serta kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3 sebagaimana
dimaksud pﬁ'da ayat (4) tidak mengurangi tanggung jawab penghasil
limbah B3 untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkannya.

Ketentuan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan

rumah tangga dan kegiatan skala kecil ditetapkan kemudian ojeh

Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 10

limbah limbah B3 yang

dihaéilkatmya paling lama 90 (sembilan puluh) hart sebelum

Penghasil B3 dapat menyimpan

menyerahkannya kepada pengumpu) alau'pemanfaat atau pengolah

atau penimbun limbah B3.

(2) Bila ...
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(2) Eila limbah B3 yang dibasilkan kurang dari 50 {lima puluh)
kilogram per hari, penghasii limbah B3 dapat menyimpan limbah B3
yang dibasilkannya lebih darl sembilan puluh hari sebelum
diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah

B3, dengan pﬂrsefujuail Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pagal 11

(1) Penghasil limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan
tenlang : _
a. jenis, karakteristik, jumléh dan waktu dihasilkannya limbah B3;
b. jenis, karakteristik, jumlab dan waktu penyerahan limbah B3,
¢. nama pengangk:t limbah B3 yang mt:laksanakan' pengiriman
. kepada pengurﬁpﬁl alau pemanfaat atau pengolah atau penimbun
limhah B3.

- {2) Penghﬁsil limbah B3 wéjih menyampaikan catatan sebagaimaiia
dimaksuC pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam
bulan kepada instansi yang bertanggung jawah dengan tembusan
kepada instansi yang terkait dan Bupati/Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

{3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) dipergunakan untuk :
a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan;
b. sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan

dalam pengelolaan limbah B3.
Bagian Kedua
Penguinpui
Pasal 17

Pengumpul limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan

kegialan pengumputan limbah B3.
Pasal 13 ...

. -=-'ﬂdmmm
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Fasal i3

Pengumpu! limbah B3 wajib membaat catatan tentang :

. a. jemis, karakteristik, jumizh limbah B3 dan waktw dilerimanya

limbah B3 dari penghasﬂ limbah B3;

b. jenis, karakteristik, jumish, dan waktn penyerahan limbah B3
kepada pemanfaat dan/atau pengolah danfatau penimbun limbah

B3;

c. narna pengaﬂg'kut linbah B3 . yang melaksanakan pengiriman
 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atan penimbun limbah
B3.

(2) Pengum,; 1 limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana
-dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam
bulan kepada instanst yang bertangguzlg jawab dengan ternbusan
kepada instansi yang terkait dan Bupati/Walikotamadya Kepala
Daerah Tinpgkat II yang bersanpkutan. '

(3) Catatan sebagsimana dimaksus pada ayat (1} dipergunakan vntuk;
a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan,

b. éehagai balian evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanazn

dalam pengelolaan limbah B3.

Pasal 14

(1) Pengumpu! limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang

| dikllII:'lpulkﬂDH}-’a paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum
diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah danfatau penimbun
limbah B3,

-(2) Pengumpul ...
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(2} Pengumpul limbah B3 bertanggung jawab terhadap limbah B3 yang
dikumpulkan. '

Bagian Ketiga
Pengangkut

Pasal 15

.(1) Pengangkut limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yarg melakukan
kepiatan penpangkitan limbah B3.

(2) Pengongkutan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil limbah B3

untuk limbah yang dihasilkannya sendiri.

{3} Apabila penghasil limbah B3 bertindak sebagai pengangkut himbah

B3, maka wajib memenubi ketentuan yang berlaku bagi pengangkut '
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x

li::;rah B3, | | .

i

 Pasal 16

(1} Setiap pcngéngkutan limbah B3 oleh pengangkut limbah B3 wajib

disertal dokumen Jimbah B3. 3

.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dokumen limbah B3 _:

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi |

yang bertanggung jawab. _-__{_fi!
Pasal 17 ...

— - . L .-';ii
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Pasal 17

Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen
limbah B3 sebagaimana dimaksva dalam Pasal 16 ayat (1) kepada

pengumpul dan/atau pemanfazt dan/atau pengolah danfatan penimbun

limbah B3 yang ditunjuk oleh penghasil limbah B3.

_ e
Lagian Keempat
If

Pemanfaat I»

i

4

Pasal 18 g

Pemanfaat limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang

HE g P

melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3,

Pasal 19

{1) Pemanfaat limbah B3 vyang menghasilkan limbah B3 wajib sk
memenuhi ketentuan mengenai penghasil limbah B3. '
(2) Pemanfaat Jimbah B3 yang dalam kegiatannya melakukan

pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai

pengumpu! limbah B3,

(3} Pernanfaat llmbah B3 yang melakukan pengapgkutan !unbah B3

wajib memenuhi ketentuan mengenai pengangkut limbah B3.

Pasal 20

R
[re:-

1
i

Pemanfaat  limbah B3  dapat menyimpan limbah B3  sebelum

dimanfaatkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari,

Pasal 21 ...
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Pasal 21

Pemanfaat limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan

mengenai ; .
a. sumber limbah B3 yang dimanfaatkan;
b. jenis, karakteristik, dan jumiah limbah B3 yang dikumpulkan;

C. jenis, kal;aklcristik‘ dan jumiah limbazh B3 yang dimanfaatkan dan

produk yang dihasilkan;

d. nama penganglﬂ:lt yang melakukan pengangkutan limbah B3 dari
penghasil danfatau pengumpul hmbah B3.

Pasal 22

(1) Pemanfaat limbah B3 wajib menyampaikan cataﬁan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 21 sekurang-kurangnya sekali dalam enam

| bulan kepada insians! yang bertanggung jﬁwab dengan tembusan

kepada instansi yang terkait dan Bupali/Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat I1 yang bersangkutan.

| (2) Catalan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan;

b. sebagai bahan -—zluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan

dalam pengelolaan limbah B3,

Bagian ¥-lima

- Pengolah

Pasal 23

(1} Pengolah limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaba yang
melakukan kegiatan pengolahan limbah B3.

(2) Pengolah ...

e — A ST T
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{2). Pengolah limbah B3 dapat ményimpan Himbah B3 yang akan diolah

paling lama 90 (sembilan puluh) hari

(3) Pengolah limbah B3 dapat menyimpap hmbah B3 yang

dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 24

(1) Pengo'zh limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan
' men.genai L | |

a. sumber limbah B3 yang diolah;

b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang diolah;

¢. nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3.

.(2] Pengolah limbah B3 wajib mtnyﬁmpaikan catatan scbagaimana
dimakaud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam

 bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan
kepada instansi terkait dan Bupati/Wali kotamadya Kepala Daerah '

Tingkat II yang bersangkutan.

(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
a. inventarisasi jumlah linbah B3 yang dimanfaatkan;
b. sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan

dalam pengelolaan limbah B3.

Bagian Keenam

Penirmbun

Pasal 25

{1) Penimbun limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan

kegiatﬁn penimbunan limoah B3.

{2} Penimbun . ..
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(2} Panimbuﬁan limbah B3 dapat dilakukan cleh penghasil univk

menimbun limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.

Pasal _26

i
E

o
i
i
s

(1) Penimbun limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan

L

mengenai :
. a. sumber limbah B3 yang ditimbun;
b. jenis, karakteristik, dan jumlsh limbah B3 vang ditimbun;

¢. nama pangﬁngkut yaﬁg melakukan pengangkutan limbah B3.

(2) Penimbun limbah B3 wajib menydmpaikan catatan sebagaimana

dimnaksud pada ﬁ}fat (1) sekurang-kurangnyz sekali dalam enam

"_-?_"._15.- \-;-.:-::! A e e S b T e

bulan képada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan
kepada ipstansi terkait dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
E

Tingkat I yang bersangkutan.,

T

{3} Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dipergunakan untuk :

a. inventarisasi jumiah limbah B3 vang dimanfaatkan;

b, sebagal bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan

i

dalam pengelolaan limbah B3.

f

ok

BAB IV 4

KEGIATAN PENGELOLAAN ﬁi!
A

_Bagian Pertama 3

Reduksi Limbah B3

Pasal 27

( Ij Reduksi limbah B3 dapat dilakukan melalui upaya men}réﬂzpurnakan
penyimpanan bahan baku dalam kegiatan proses (house keeping),
substitusi bahan, modifikasi proses, serta upaya reduksi limbah B.Eﬁ
lainnya. |

{2} Ketentuzn, ...
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(2) Kétnntuan lebih lanjul mengenai reduksi limbah B3 scbagaimana
" dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang
bertanggung jawab.

Bagian Kedua

Pengemasan

Pasal 28

(1} Sctiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang

menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3.

(2) Ketentean lebih lanjut mengenai simboi dan label limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 'ditetapkan olch Kepala instansi

- yang bertanggung jawab.

Bagian Ketiga | :

Penyimpanan

Pasal 29
(1) Penyimpanan limbzh B3 dilakukan di lempa't penyimpanan yang

sesuai dengan persyaratan.

(2) Tempat penyimpanan {imbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib memenuhi syarat :

a. lokasi tempat penyimpanan-yang bebas banjir, fidak rawan

‘bencana dan di juar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana

fata ruang;

k. rancangan ...
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b. rancangan Langunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik

limbah B3 dan upaya pengendalian péncamaran lingkungan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyimpanan limbah
B3 subapaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala

_.inslansi yang bertanggung jawab.

Bagian Keempat

Pengumputan
Pasal 30

(1) Kegiatan pengumpulaﬁ limbah B3 wajib memenuhi ketentuan
sehagai berikut :
a. memperhatikan karakteristik limbah B3,
b. memﬁunyai. laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik
limbah B3 kecuali untuk toksikologi;

c. memiliki perlengkapan untuk penanggillangan terjadinya -

kecelakaan;
d. memiltiki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan
disesuaikan dengan karakteristik limbah B3; '

e. mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir.

(2} Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratﬁn sebagaimana dimaksud

150

pada ayat {1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung .

jawabh.

Tapian Kelima

| Penpangkutan
Pasal 31

Penyerahan limbah B3 oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau
pemanfaat danfatau pcagolah kepada pengangkut wajib disertai dokumen

limbah B3.
Fasal 32 ...
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Pasal_ -32

Pengangkutan limbah B3 dilakukan dengan alat angkut khusus yang
memenuhi persyaratan dengan tata cara pengangkutan'yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berialal.

Bapian Keenatn

}_mﬁ T Rt et "-_. i . L - - Ll B
D e R b g el Vo ST el TR L hal o R T R o1
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Pemanfaﬁtan

FPasal 33
| (1) Pemanfaatan limbah B3 meliputi perolehan kembali’ (recovery), i
, _ _ . i
penggunaan kembali (reuse} dan daur ulang (recycle). :_;ig
£
(2) Ketentwan iebib lanjut mengenai pemanfaatan limbah B3 fﬂ
sehagaimana dimaksud padﬁ ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi ;,
o : ¥
yang berlanggung jawab. g'
. Bagian Ketujuh {;1
Pengolahan *
Pasal 34
- (1) Pengelahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara thermal,
- grabilisasi dan solidifikasi, secara fisika, kimia, biologi dan/atau cara
lainnya sesuai dengan perkembangan teknologl. :
(2) Pemilihan lokasi untuk pengolahan limbah B3 harus memenuhi !
ketentuan .
a  bebas dari banjir, tidak rawan hepcana dan bukan kawasan 1{
lindung; | ;
i o | i
) o L D. merupakan ... :
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b mcnlpikan lokasi yvang ditetapkan sebagai kawasan (vruntukan

industri berdasarkan rencana fata ruang..
(3) l'cogolahan limbah B3 dengan cara stabilisasi dan solidifikast wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut

a. melakukan analisis dengan prosedur ekstraksi untuk menentukan
mobilitas  senyawa organik dan  anerganik  (Toxfciry

Characteristic Leaching Procedure),

. melakukan penimbunan hasil pengolahan stabilisasi  dan
sofidifikasi dengan ketentuan penimbunan limbah B3 (landfill).

Fengolahan limbah B3 secara fisika dan/atau Kkimia yang
nienghasiikan :

a. limbah cair, maka limbah cair tersebut wajib. memcnuhi baku
mutu {imbah cair; |

k. limbah padat, maka limbah padat lersebut wajib memenohi

ketentuan tentang pengelolaan limbah B3,

I engolahan limbah B3 dengan cara thermal dengan mengoperasikan
insinerator wajib memenuhi ketentuan sebagal berikut

4. mempunyai insincrator dengan spesifikasi  sesual dengﬁn
karakteristik dan jumiah timbah B3 yang diolah;

h. mempuﬁ}rai insinerator yang dapat memenvhi  efisiensi
“pembakaran minimal 09.99 % dan efisiensi penghancutan dan

' penghiiangan scbagai berikut : |

1) efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Principle
Organic Hazard Constituent (POHCs} 99,99%,

2) clisiensi ...
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2} efisiensi  pengbancuran - dan  penghilangan  untuk
Polyclorinated Biphenyl (PCBs) 99,9999 %;

3) efisiensi  penghancuran  dan  penghilangan  untuk
Polyclorinated Dibenzofurans 99,9999 %;

'4) efisiensi  penghancuran  dan  penghilangan  untuk
Polyclorinated Dibenso-P-dioxing 99,9999 %.

c. memenuly standar emisi udara;

d. residu dari kegiatan pembakaran berupa abu dan cairan wajib
dikelola dengan mengikuti ketentuan tentang pengelolaan timbah

B3 |
{6} Ketentuan Iebih lanjut mengenai persyaratan. teknis pengoelahan

limibah B3 ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 35 S

-Penghentian kegiatan pengolahan limbah B3 oieh pengolah wajib
mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala instansi yang bertanggung

jawab,

Bagian Kedelapan -

~ Penimbunan
Pasal 36

Lokasi penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan sebagai'

berikut :
. a. bhebas dari banjir;

b.- permeabilitas 1anah maksimum 1Q pangkat negatif 7 centimeler per

detik;

c. merupakan ...
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(2)
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merupakan lokasi yang ditetapkan sebapai lokasi penimbunan

limbah B3 berdasarkan rencana tata ruang;

merupakan daerah yang secara geologis dinyatakan aman, stabil

tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung;

tidak merupakan dacrah resapan air- tanah, Kkhususnya yang

digunakan untuk air minum,

Pasal 37

Penimbunan limbah B3 waiib mengpunakan sistem pelapis yang
dilengkapi dengan saluran iintuk pengaturan alitan air permukaan,
perigumpulan air lindi dan pengolahannya, sumur pantau dan lapisan

penutup akhir yang telah disetujui oleh instansi yang hertangpung

jawab.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pcrsj'aratan
- penimbunan  limbah B3 ditetapkan oleh Kepala instansi’ yang
bertanggung jawab.

Pasal 38

Penghentian kegialan penimbunan limbah B3 oleh penimbun wajib

mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala instansi yang beranggung

jawab.

(1)

Pasal 39 _

Terhadap lokasi penimbunan limbah B3 yang telah dihentikan

kegialannya wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut -

a. menutup bagian paling atas tempat penimbunan dengan tanah

setebal minimum 0,60 meter;

b. melakukan ...




155

PRESIOEN .
REPUBLIK INDONESIA

b. melakukan pemﬁgaran dan memberi tanda tempat penimburian
limbah B3; |

¢. melakukan pemantavan kualitas air tanah dan menanggulangi
dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya limbah
B3 ke lingkungan, selama minimum 30 tabun terhitung sejak

ditutupnya sefuruh fasilitas penimbunan limbah B3;

d. peruntukan lokasi penimbun yang telah dihentikan kegiatannya

tidak dapat dijadikan pemukiman atau fasilitas umurn lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut  mengenai  pelaksanaan  kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditetapkan oleh Kepala instansi

yvang bertanggung jawab.

BABV
TATA LAKSANA

Bagian Pertama
Pcrizinan
Pasal 40
(1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan.:

a. ‘penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau
p-enimhunan' limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Kepala
instansi yang bertanggung jawab.

'b. pengangkut limbah B3 wajib memiliki izin pengangkmaln dari
Menteri Perhubungan setelah mendapat rekorsendasi dani Kepala

instansi vang bertangpung jawab.

¢. pemanfaatan ...
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¢. pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki
izin pemanfaatan dari instansi yang berwenang memberikan izin

pﬂmanfaalan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi

_yang herlanggung jawab.

(2) Ketenman mengenat tata cara memperoleh izin sehagannana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oieh Kepata instansi yang
hertanggung jawéh, dan ayat (1) huruf b dan huruf ¢ ditetapkan oleh
Kepala instansi yang berwenang memberikan izin.

(3) Kegiatan pengolahan limbah B3 yang terintegrasi dengan kegiatan
pokok wajib memperoleh izin operasi alat pengolahan limbah B3
yang dikeluarkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

(4) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) adalah sebagai berikut :

2. memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang. telah
disyahkan oleh instansi yang berwenang;

b. ﬁama dan alamﬁt badan psaha yang memohon izin;

¢. keglalan yang dilakukan;

‘d.” lokasi tempat kegiatan;

¢. nama dan alatﬁat pcnanggung jawah kepgiatan;

. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;

g. spesifikasi alat pengelolaan limbab;

h. jumnlah dan karakleristik limbah B3 yang disimpan, dikumpulkan,
dlmanfaatkan diangkut, dielah atau ditimbun; - _

i. tata letak saluran limbah, pengolaban limbah, dan tempat

" penampungan sementara limbah B3 schetum dicfah dan tempat

penimbunan seielah diolah,

i. alat ...
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}. .alat pencegah pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan
pengolahan limbah B3,

{5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin
sebagainiana _dimaksﬁd pada ayal (3) dan tata cara permohonan
rekomendasi sebagaimana di_'maksud pada ayat (1) huruf b dan huruf
¢ ditetapkan oleh Kepala inst:ans:.i yang bertanggung jawab.

Pasal 41

(1) Keputusan mengenai izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3
yang diberikan ofeh Kepala instansi yang bertanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib diumumkan kepada
masyarakat.’ ' '

(2) Tata cara pengumuman sehagaimnnﬁ dimaksud pada ayat (1) diatur
~ lebih lanjut dengan ketetapan Kepala instansi yang bertanggung

jawab.

Pasal 42

(1) lzin lokasi pengolahan dan’ pentmbunan limbah B3 diberikan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sesuai rencana
tata reang setelah mendapat rekmncndasi dari Kepala instansi yang

| bertanggung jawab.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
hasil penelitian tentang dampak lingkungan dan kelayakan teknis
lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 36,

Pasal 43 ...

157



1y

2)

(3)

M

(2)

{1}

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 43

Untuk kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau
penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib dibuatkan
analisis mengenai dampak lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
perendang-undangan yang berlaku.

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup diajukan

‘bursama dengan permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud

datam Pasal 40 ayat {4) kepada instansi yang bertanggung jawab.,

Keputusan ketayakan Iin'gku_ngan hidup berdasarkan hasil penilaian
analisis mmengenai dampak lingkungan hidup diberikan oleh Kepala

instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 44

K eputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 diberikan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab
sulambat-lambatnya 45 {(empat puluh lima) hari .kf.:rjﬁ terhitung sejak
diterimanya. -

Syarat dan kewajiban dalam analisis mengenai dampak lingkungan
hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang akan menjadi
bahan pertimbangan dalam ;pemberian izin Sﬁhzigaimana dimaksud

datam Pasal 40 ayat (1),

Pasal 45

Kegiatan baru yang menghasilkan limbah B3 yang melakukan

pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 yang lokasinya sama

dengan'.kegiatan utamanya, maka analisis mengenai dampak

lingkungan hidup untuk kegiatan pengolaban limbab B3 dibuat

secara teriptegrasi dengan ‘analisis mengenai dampak lingkungan

hidup untuk kegiatan utamanya.

(2) Apabila ...

N A
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hpﬁhilé. pengolahan limbah B3 dilakukan oleh penghasil dan
pemanfaat limbah B3 di lnkasi kegiatan utamanya, maka hanya
rencapna pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemant'ayan
lingkungan hidup yang telah disetujui yang diajukan kepada instansi
yang bertanggung jaWaE bersama dengan permolhionan izin operasi

schagaitnana Jimaksud datam Pasal 40,

Kcputnsan wengenal permohonan izin sebapaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh insiansi yang bertanggung jawah

- selambat-lambatoya 60 {(enam -puluh) hari terhitung sejak diterima-

: 'nya-rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan

(4)

lingkungan. hidup yang tetah disetujui.

Syarat dan kewajiban yang tercanium dalam rencana pengelolaan

lingkungan hidup dan- rencana pemantauan fingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak

terpisahkan darl permchonan izin sebagaimana dimaksud dalam

I

(%

Pasal 40.

Pasal 46

Apabila pepghasil dan/atau pemanfaat limbah B3 bertindak seﬁagai
pengolah limpah B3 dan lokasi pengolabannya berbeda dengan
Jlokasi kegialan utamanya, maka terhadap kegiatan pengolahan
!imhah B3 tersebut berlaku kefentuan mengenai pengolahan limhaﬁ

B3 datam Peraturan Pemerintah ini.

Untuk kegiatan pemanfaatan limbak B3 sebagai kegiatan utatanya
wajib dibualkan apalisis mengenai dampak lingkungan hidup
scdangkan untuk kegialan yang terin_tﬂgrasi dengan kegiatan
ulamanya wajib membuat rencana pengelolaan lingkungan hidup

dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

(3) Dokumen ...
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(3) hokumen analisis. mengenai dampak lingkungan hidup diajukan

ILH

L.cpad{a inslansi yang bertangpung jawab dan perselujuan atas

Jokumen tersebut diberikan oleh Kepala instansi yang bertanggung

jiwab.

: .(4] Yyarat dan kewajiban yang tercantum dalam rencama pengelolaan
| Imgkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang
ielah disetujui wajib dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40.

Bagizn Kedua

Pengawasan
| Pasa) 47

{1} I'engawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Menteri dan

" yelaksanaanya diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab..

L

(2) ehgawasan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1} meliputi
|uemantﬁuan' teshadap penaatan persyatatan serta ketentuan teknis
dan  administratif  oleh  penghasil, pemanfaal, pengumpul,

‘pengangkut, pengolah, dan nenimbun limbhah B3.

{3) ]'eiaksanaan pengawasan pengelolaan  fimbah B3 di  daerah
dilakukan menurut tata laksana yang ditetapkan oleh Kepala instansi

vang bertanggung jawab.

{4 ]'engaﬁasan pelaksanaan  sisten tanggap darurat padi tingkat
naéihnal dilaksanakan oleh instansi yang berfanggung jawab dan
]sﬁda tingkat daerah dilaksanakan oleh Gubernﬁr Kepala Daerah

| ~ Tingkat I dan/atau Bupali/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 48 ...
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Pasal 48

(1) Pengawas dulam melaksanakan penpgawasan pengelolaan limbah BY
snhagalmana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilengkapi tanda
pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala instansi yang
berlanggung jawab. |

(2) Pengawas schagaimana dimaksud pada a'yal: {1) herwenang : |
a. memasuki areal lokasi penghasil, pemanfaatan, pengumpulan.
_ peng.ulahan dan penimbun l.imbah B3;
b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan
pengﬁ_-lqlnan limbah B3: ' |
~ d. melakukan pemotretan  sebagai  kelengkapan  laporan

pengawasan.

Pasal 49

Penghasil, pengnmpul, pengangkut, pﬁﬁlanfaat, pengolah dan pepimbun
limbah' B3 wajib membantu petugas pengawas dalam melakukan wygas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).

I*asai 50

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi  adanya
tindak pidana !ingkuﬁgan_ hidup maka pengawas selaku penyidik
pegawai negeri sipit lingkungan hidup dapat melakukan penyidikan.

Pasal 51"

(1} Instansi  yang  bertanggung ]a_wah menyampaikan  laporan

petaksanaan penge]n]aan limbah B3 secara berkala sekurang-

kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada Presiden dengan

lvmbusan kepada Menteri.

(2) Menteri ...
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(2) Menteri mengevaluasi laporan tersebut guna menyusun kebijakan

pengelolaan limbah 133,

I*asal 52

"(1) Untuk menjaga keschatan pekerja dan pengﬁwa& yang bckerja di
hidang pengelolaan limbah B3 dilakukan vji kesehalun secara

herkala.
~(2) Uji kesehatan pekerja  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
cliselenggarakan olch penanggung jawab usaha danfatau kegiatan

pengelolaan limbah B3
{3) Uji kesehatan hagi paﬁgawas pengelodaan limbah B3 sebapaimana
dimaksud pada ayat (1} diselenggarakan oleh instansi yang

| bertanggung jawab i bidang kesehatan tenaga kcrj_ﬁ.

Bagian Ketiga

Perpindahan Lintas Batas
Pasal 53
{1) Setiap orang didarang melakukan impor limbah B3.
{2y Pengangkutan limbah B3 dan luar negeri melatui Wilayah Negani

jn_tlnnesia dengan tujuan trapsit, wajib. memiliki persetujuan tertutis

terlebih dakulu dari Kepala instansi yang bertanggung jawab,

(3) Pengangkutan limbzh B3 dari luar negeri melalui Wilayah Negara
Républil-_: Indonesia wajib diberitahukan terlebih dahulu secara
tertulis kepada Kepala instansi yang bertanggung jawab.

(4) Pengiriman ftimpah B3 ke luar negeri dapat dilakukan setelah

- rkmlapat pi:rs::tujuam tertulis dari pemerintah negara penerima dan

‘Kepala instansi yang bertanggung jawab,

(3) Keteniuan ...
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Keteniuan lebih lanjut mengenai tata niaga timbah B3 ditetapkan
oleh Menteri yahg ditugasi dalam bidang perdagangan ketelah

mcr_ldapat pertimbangan dari Kepsla instansi yang h&rtanggﬁng

Jawab.
Bagian Keempat -
Informasi dan Pelaporan
Pasal 54
Sctiap orang berhak atas informasi mengenai pengelolaan himbah

B3

Instansi yaﬁg bertanggung jawab wajib memberikan informasi
scbagaimana dimaksud pada ayat {1) kepada setiap orang secara
tf:rb_uka. |

L)

Pasal 55

Setiap orang bethak melaporkan adanyd potensi maupun keadaan
telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidugp
yang disebabkan oleh limbah B3.

Pcla;ﬁuran tentang adanya peristiwa pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup ﬂisampaikan secara lisan atan tertulis kepada
instansi yang bertanggungjawab atau aparat pemerintah terdekat.

Aparat pemerintah yang menerima pefaporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2} wajib meneruskan laporan tersebut kepada instansi

yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 3 (tiga) hari ‘kerja

setetah diterimanya pelaporan.

Pasal 56 ...
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Pasai 56.

(1) In,'sftansi yang menerima laporan sebapaimana dimaksud dalam Pasal

55 wajib segera nﬂenindaklaﬂjuti laporan masyarakat.

{2) Proses tindak 'lanjut maupun hasi} faporan sebagaimana dimaksud
| pada ayat (1) wajib diberitahukan kcpada' pelapar dan/atau
masyarakat yang berkepentingan '

Pasal 57

-Tata cara dan mekanisme pelaporan sehagai}ﬁam dimaksud dalam Pasal
55 dan Pasal 56 diatur lebih lanjut cleh Keputusan Menteri, -

Bagian Kelima

Pepanggutangan dan Pemulihan
Pasal 58

(1} Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan
penimbun  limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan
kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau

fumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya. '

(2) Penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfa'at. pengulah, dan
penimbun limbah B3 wajib memiliki sistem Ianggaﬁ darurat.

" {3} Penanggung jawab pengelolaan limbah B3 wajib memberikan
informasi tentang sislern tanggap' darurat sebagaimana dimaksuad

pada ayat (2) kepada masyarakat.

(4).Per.1ghasil danfatau  pengumpul dan/atau pengangkut danfatau

~ pengolah dan/atan pemanfaat dan/atau perimbun limbah B3 wajib

segera Iﬁe_!apnrkan turnpahnya bahan berbahaya dan beracun (B3)

dan limbah B3 ke lingkungan kepada instanst yang bErtanggung

jawab dan/atau ‘Gubernur Kepala Dﬁsrah Tingkat 1 dan/atau
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

' (5) Ketentuan ...
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Ketentuan lebih lanjut méngcnai penanggulangan kecelakaan dan
pencemaran. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Bagian Keenam

Pengawasan Pen,anggu]a_ﬁgan. Kecelakaan
Pasal 59

Pe.]aksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan di daerah
dilakukan oleh Pemerintah Dacrah Tingkat IF untuk skala yang bisa
ditanggulangi oleh kegiatan: penghasil dan/atav pengumpul dan/atau
pehgangkut dan/fatau paﬁgo!ah . dan/atau pemanfaat -dan/atau

penimbun,

Pélaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan untuk skala
yah_g tidak dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II,
maka Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat

1! secara bersama-sama melakukan pengawasan.

Pelaksanaan penanggulangan keceiakaan pada penghasil dan/atau

'pengum_pul danfatau pengangkut dan/atau  pengolah  dan/atau

pemﬁnfaat danfatau penimbun yang dampaknya sanpat besar
sehingga mencakup dua wilayah daerah tingkat II pengawasannya
dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah Tingkat II

dan Pemerintal Daerah Tingkat 1.

Pelaksanaan penanggulangan kecelakaan pada peﬁghasii dan/atau
pengumpul dan/atau  pengangkut danfatan pengolah dan/atau
pemanfaat danfatau  penimbun yang dampaknya sangat besar
schingga Pemerintah Daerah Tingkat II tidak bisa mengawasi
pengawasannya dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab

bersama-sama dengan Pemerintah Dagrah Tingkat H dan Pemerintah

Pasal 60 ...
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Pasal 60

(1) Penghasil, pengumpul, pemanfaat, | pengangkut, pengolah dan

penitnbun limbah B3 wajib segera menanggulangi pehcemarah alau

kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.

(2) Apabila penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah
. dan penimbun Timbah B3 tidak melakukan p_'cnanggulangan sebagaia

mana dimaksud pada ayat (1), atau tidak ‘dapat menanggulangi

sthagaimana mestinya, maka inslansi yang bertanggung jawab dapat
melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada

penghasil, danfatau  pemanfaat, dan/atau  pengumpul, dan/atau

pengangkut, dan/atau pengc-lﬁh, dan/atau penimbun limbabh B3 yang |

bersangkutan melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1.

Bagian keenam

Pembiayaan

Pasal 61

(1) Scgala biaya vnluk memperoiel izin dan rekomendasi pengelolaan

limbah B3 dibebankan kepada pemohon izin.

'{2) Buban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinal1,

(3) Untuk pemantauan dan/atau pengawasan pengelclaan limbah B3 |

yang dilakukan oleh -

a. instansi yang bertanggung jawab dibebankan pada Anggaran
| Pendapatan Belanja Negara (APBN); | '

b, instansi ...



)
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h. instansi yang lﬁertﬂnggung jawab daerah dibebankan pada

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah {APBD).

Ketentuan iebih lanjut mengenai tata laksana sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung

jawah, -

BAB VI
SANKSE

Paszal 62

Instansi yang bertanggung jawab memberikan peringatan itertutis
kepada pﬂnghasi], pengumpul, peagangkut, pemanfaat, péngcnlah
Elti;ll penimbun yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, iFasgl 16,

' Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, ;Pasal 23,

(2)

Pa.sa] 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29 Pasal 30, :Pasa] 31,
Pasal 32, "Pasal 33, Pasal 34, Pasal 33, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38,
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 52 ayat {2),

Pasal 58, dan Pasal 60.
|

Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) bari sejak dikeluarkan-
nya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak

. yang diberi peringatan tidak mengindahkan peringatan atau tetap

tidak mematuhi ketentuan pasal -yang dilangparnya, maka Kepala

.inslansi yang bertanggung jawab dapat menghentikan sementara atau

mencabut sementara izin penyimpanan, pengumpulan, pengolahan

termasuk ...




168

FRESIDEN
- -REPUBLIK INDOMESIA

ermasuk penimbunan limbah B3 sampai pihak yang diberi
‘peringatan mematuhi ketentuan yang ﬂilanggarnya, dan bilamana
dalam batas waktu yang ditetapkan tidak diindabkan maka izin

operasi dicabut.

(3) BupatifWalikﬂiamadya Kepala Daerah Tingkat II dapat menghenti-
- kan sementara kegiatan operasi atas nama instansi yang berwenang
dan/atau -instansi yang bertanggung jawah apabila pelanggaran

tcrsebut dapat membahayakan lingkungan hidup.

(4) Kepala instansi yang bertanggung jawab wajib dengan segera
mencabut keputusan penghentian kegiatan sebagaimana- dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) apabila pihak yang dikentikan sementara

kegiatan operasinya telah mematihi ketentuan yang dilanggarnya.

Pasal 63

Barallgsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal
14, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32,
Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39 dan Pasal 60 yang mengakibatkan
dan}ata';m dapat menimbutkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 41, Pasal
42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungém Hidup.

BAB VI1 ...
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Apabila pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah
dilakukan pengelolaan dan/atau pembuangan dan/atau penimbunan
limbah B3 yang tidak memenuhi syhmt_ sebaéaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah ini; maka setiap orang atau badan usaha
yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah atau
ménimbun limbah B3 baik masing-masing maupun bersama-sama

secara proporsional  wajib melakukan pembersihan dan/atau

. pemulihan lingkungan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1

(2)

(3}

-{satu) tahun,

Apabila nréng atau badan usaha yang menghasiikan, mengum?ui-
kan, mengangkut, mengolah dan menimbun iimbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pembersihan dan
pemulihan lingkungan maka instansi yang bertanggung jawab dapat

i ’r:sil}i:-:iﬁ{#ﬂﬁ:f.;iié

ar

i
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melakukan atan meminia pihak ketiga melakukan pembersihan dan

pemulihan lingkungan dengan biaya yang dibebankan kepada orang
atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut,
mengolah dan menimbun limbgh B3 baik secara sendiri maupun

bersama-sama secara propossional.

Bagi kegiatan yang memanfaatkan limbah B3 dari lar negeri dan
telah memiliki izin hanya dapat melakukan impor limbah B3 sebagai
bahan baku sampai dengan Bulan September 2002,

Pasal 65 ...
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Pasal 65

Setiap- orang atau  badan usaha yang sudah melakukan kegiatan
penyimp_anaﬂ, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan
pada saat berlakunya Peraturan Perﬁerintah ini wajib meminta izin
schagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sclambat-tambatnya dalam wakiy

{ (salu} tahun sejuk saal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraluran Pemerinlah ini maka Peraturan Pemerintah

- Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun {l.embaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan

Lembaran Nepara 3551 yang lelah diubah dengan Perantran Pemerintah

- Nomuwr 12 T_:ihun 1995 tentang Perubahan Peraluran Pemerintah Nomor

19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun {Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan
Lembasan Negara Nomor 3595) dinyatakan tidak berlaka fagi dan

meng:icu kepada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 67

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Apar ...
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Apar scliap  orang menpetahuinya  memerintahkan pengundangat)
Peraluran - Pemerintah ind dengan penempatannya dalam  Lembaran

Negara Republik {ndonesia,

Ditelapkan di Jakarta
pada langgal 27 Pebruati 1999
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